
Menimbang :

SALINAN

BT'PATI KEDIRI
PROVIIISI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

INVENTARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BIIPATI KEDIRI,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 476

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

menegaskan perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik

Daerah dan sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala BPKAD

Kabupaten Kediri Nomor O28117961418.5112021 tanggal 14

Apil 2O2l perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi/ Sensus Barang

Milik Daerah dan Surat Keputusan Bupati tentang

Pembentukan Tim Inventarisasi/ Sensus Barang Milik

Daeralr Kabupaten Kediri Tahun 2O2l dan Berita Acara

Nomor O28l1l5l /418.51 l2o2l tanggal 2O April 2O2l

tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi/Sensus Barang

Milik Daerah dan Surat Keputusan Bupati tentang

Pembentukan Tim Inventarisasi/Sensus Barang Milik

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik

Daerah;



Mengingat

.}

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi/ Sensus Barang

Milik Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapr4la Surabaya dan dan Daerah Tingkat

II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

273O1;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e1;
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4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 92, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefrkasi Barang Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2O83);

lO. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2O19

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2Ol9 Nomor 3, Tambahan

kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 169);



TEUIITUSKA,IT:

MenetAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN INVENTARISASI/SENSUS BARANG MILIK

DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah BuPati Kediri.

4. Inventarisasi/sensus adalah keglatan untuk melakukan pendataan,

pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah.

5. Barang Mitik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh

atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah'

6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola

Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah'

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur

pembantuKepalaDaerahdanDPRDdalampenyelenggaraanurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai

fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola

keuangan daera}.

9. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

barang milik daerah.

lo.UnitkerjaadalahbagianSKPDyangmelaksanakanSatuataubeberapa
program.

ll.Barangmilikdaerahadalahsemuabarangyangdibeliataudiperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah'

12.KuasaPenggunaBarangMilikDaerahselanjutnyadisebutsebagaiKuasa

Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk

oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya'

13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna

Barang.
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14. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus

Barang adatah Pejabat dan/ atau Jabatan Fungsional Umum yang

diserahi tugas mengurus barang.

15. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,

menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah

pada Pejabat Penatau sahaan Barang.

16. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang

diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan

barang milik daerah pada Pengguna Barang.

17. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan

barang milik daerah pada Pengelola Barang'

18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan

barang milik daerah pada Pengguna Barang'

19. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima'

menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung

jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang'

20. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan'

inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan

ketentuan Yang berlaku.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh data

barang milik daerah yang benar sebagai dasar pengelolaan barang milik

daerah yang lebih baik.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini ada-lah untuk menciptakan tertib

administrasi, memperoleh data barang yang valid, peningkatan

pengarnanar aset dan memudahkan pengendalian dan pengawasan barang

milik daerah.

Pasal 3

Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik

sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun'

Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan' inventarisasi

Pengguna Barang setiaP tahun.

daerah Paling

ayat (1) beruPa

dilakukan oleh

(1)
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Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana

dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3
(tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan kegiatan

Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah meliputi seluruh

barang inventaris tanah dan /atau bangunan serta selain tanah dan/atau

bangunan vang berada dan dikelola oleh Daerah.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah

sebagai pedoman pelaksanaan Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah di

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah

tercantum dalam la.mpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 13 - IO - 2O2l

BUPATI KEDIRI

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
padatanggal 13 - lO - 2O2l

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd
DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 5I
Salinan sesuai dengan aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan

Kesej ahteraan RakYat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum

SUWONO
Penata Tingkat I

(l)

(21

(3)

(4)

NrP. 19661125 198903 1010



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 51 TAHUN 2O2l
TANGGAL: 13-10-2021

PETT'NJ['I( TEKNIS
PELAI(SANAAII IIWEilTARISASI/SENSUS BARAI{G MILIX DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEI{ KEDIRI

BAB I

PEITDAIII'LUAIT

!.sfs3 f,6lalrcng

Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lainnya
yarrg sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagran-

bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai,
dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan
kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur yang penting dslem
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga
diperlukan pengelolaa-n barang milik daerah yang efekti! transparan, dan
akuntabel. Selah satu boglrn penting dalam pengelolaan Barang Milik
Daerah adalah penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan.

Laporan Barang Milik Daerah mempresentasikan keberadaal, kondisi,
jumlah, dal nilai baralg, guna memenuhi kebutuhan pelaporal barang
yang akuntabel.

B. Azar

Pelaksanaan Inventarisasi/ Sensus Barang Mitik Daerah dilaksanakan sesuai
dengan azas:

1. Azas keseragaman yaitu adanya kesamaan dan keseragaman daletn
melaksanakan Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah SKpD.

2. Azas fleksibilitas yaitu bahwa pendataan dilaksanakan secara sederhana,
mudah dan tida_k rumit namun dapat menyajikan semua data barang
yang diperlukan.

3. Azas efisiensi dan efektifitas yaitu dapat menghemat bahan dan pralatan,
waktu, tenaga, dan biaya yang dipergunakan serta dapat mencapa.i

sasaran yang diharapkan.
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4. Azas kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi

dan dapat dipergunakan secara berketranjutan dalarn pengelolaan barang

milik daerah; dan

5. Azas kepercayaan yaitu data dan informasi hasil inventarisasi/ Sensus

Ba-rang Milik Daerah oleh SKPD telah diyakini benar, akurat, dan dapat

dipe rtanggungiawabka n.

aa3ara[

Sasaran kegiatan inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah adalah seluruh

Barang Milik Daerah yang berada di lingkungan dan/atau dikelol,a serta

dimiliki Pemerintah Daerah yang sumber dalanya berasal dari APBD dan

sumber dana lain yang sah di seluruh Satuan Ke{a Perangkat Daerah.

Kodefllarl Barug flllL Daerah

Kodefikasi Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dal,am

Negeri Nomor 108 Tahun 2O16 tentang Penggolongan dan Kodefrkasi Barang

Milik Daerah dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 202O tentang

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

1. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang miiik daerah sesuai

dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

2. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke

dal,am akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan

sub-sub rincian objek.

3. Tuiuan pemberian kodelikasi barang adalah untuk mengamankal dan

memberikan kejel,asan status kepemilikan dan status penggunaan barang

pada masing - masing pengguna.

4. Kodefikasi barang meliputi:

a. level I menunjukkan kode akun;

b. level 2 menunjukkan kode kelompok;

c. level 3 menunjukkan kode jenis;

d. level 4 menunjukkan kode objek;

e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;

f. level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan

g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek

5. Kode lokasi mehputi:

a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);

b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);

c. barang milik pemerintah daerah kabupaten / kota ftode 12); dan

d. barang milik lainnya (kode l3).
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6. Kode register meliputi:

a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan

b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.

7. Kode register diberikan pada setiap barang milik daerah dan dapat

ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (bar code).

8. Setiap barang milik daerah diberikan label kode register dikecuatkan:

a. Persediaan;

b. Aset Tetap Renovasi (ATR);

c. Konstruksi Dalam Pengedaan (KDP);

d. Akumul,asi penyusutan;

e. Akumulasi Amortisasi;

f. Aset Tidak Berwujud (ATB).

9. Contoh bentuk labelisasi :

12.01 .35.06.1 30s00.05.0 r .2020
1.3.2.05.O1.03.009_000001 -1

EI#E
Effi

Mesln Fotocopy Eleclronic
C6non lR 2625 + DAOF

10. Contoh bentuk KIR (Kartu Inventaris Ruangan) :

Ee9
xI;:"

KARTU IN\,En.TAFIIS RUANGAN (XIR)

ru"-gg""c ol-.t n.-c". F.q{u.3..nofuleo.



BAB II
PELIIT(SAI| AAII TTVETTARTSASI / SEITSUS

BARAICG UILIX DAERAII

A. Pel,aksana

Inventarisasi/Sensus Baralg Milik Daerah dileksana-kan oleh :

1. Tim Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Tingkat Kabupaten.

2. Tim Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Tingkat SKPD yang

anggotanya terdiri dari Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang

Pembantu sebagai Petugas Inventarisasi/ Sensus.

Pembentukan Tim Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah ditetapka''

dengan Keputusan Bupati.

B. Tahapan Kegiatan Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah

Petraksanaan kegiatan Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah

dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

a. Menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Peleksanaan

Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten

Kediri sebagai pedoman bagi Tim Inventarisasi,/Sensus Barang Milik

Daerah;

b. Pembentukan Tim Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah sebaCai

Petugas Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati;

c. Menyiapkan data base hasil audited BPK Tahun 2O2O yang terdiri dari :

1) KrB A

2) KrB B

3) KrB C

4) KrB D

5) KrB E

6) KrB F

7) KrB G

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Lain - l,ain

d. Menyiapkan aplikasi baru berbasis web dengan narul

III/ENTARISASI/SENSUS BMD untuk pelaksanaal dan konsolidasi

data hasil Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah.

4
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e. Melekuken sosialisasi Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah

Kabupaten Kediri kepada Tim Inventarisasi/Sensus Barang Milik

Daerah sebagai Petugas Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah.

2. Tahap Pel,aksanaan

Pelaksanaan Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah menggunakan

Aplikasl berbasis web dengan nama INVENTARISASI/SENSUS BMD.

Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu sebagai

Petugas Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Sekol,ah, UPTD dan

SKPD mel,akukan Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah

berdasarkan data p€r 31 Desember 2O2O, dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Melengkapi deta Frg kocong di E-SIMBADA sampai dengan Talun

2020 yang belum diisi (tahun perolehan, nomor sertifikat, luas talah,

luas bangunan, merk/type, nomor mesin, nomor rangka, Iokasi, asal

usul dll);

b. Melakukan labeltserl dengan menempelkan stiker kode barang dan

kode lokasi barang, pada KIB B peralatal dan mesin dan KIB E aset

tetap lainnya (buku dan barang bercoral< kebudayaal) yang dapat

dicetak dari E- SIMBADA;

c. Membuat XIR (I(artu Inventaris Ruangan) melalui E-SIMBADA

kemudian dicetak dan ditempel pada setiap ruangan yang ada di SKPD;

d. Mencetak semua KIB baralg milik daerah Sekolah' UPTD dan SKPD

dari data E-SIMBADA per 31 Desembet 2O2O;

e. Melakukan verlfltalt Barang Milik Daerah mulai dari tahun 0 sampai

dengan Tahun 2020 berdasarkan data E-SIMBADA;

f. Melqkukan pemerltraan f,tlt Barang Milik Daerah mulai dari tahun 0

sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan data E-SIMBADA Tahun

2020;

g. Hasil verl8tad dan pemerlkraan fldt sesuai dengan kondisi barang

dengan mengisi format Lampiran yang telah tersedia dengan ketentuan

sebagai berikut:
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3)

4\

s)

6)

7)

8)

e)

6

Rekapitulasi daftar barang hasil Inventarisasi/Sensus Barang Milik
Daerah dicatat ke dalam daftar barang hasil Inventarisasi/ Sensus

Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam FORUAT 1

l,ampiran II Peraturan Bupati ini;

Barang yang ada dalem E-SIMBADA Tahun 2O20 dan hsiknya ada

di lapangan dengan kondbl balk atau nrrat rlngu dicatat ke

dala6 p61'L. Barang Baik dan Rusak Ringan sebagaimana

tercantum dalarn trtOR[AT 2 Lampiran II Peraturan Bupati ini;

Barang yang ada dalam E-SIMBADA tahun 2O2O d.an frsiknya ada

dilapangan denga-n kondlrl nrrgk berat dicatat ke dalam Daftar

Barang Rusak Berat s,slagaimana tercantum dalam RORTAT 3
Lanpiran II Peraturan Bupati ini;

Barang yang ada dalam E-SIMBADA tahun 2020 dan fidhya ada

dllap.-ga" tetapi ollll plhat tatn dicatat ke dalam Daftar Barang

Bukan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam

FIORUAT 4 Lampiran II Peraturan Bupati ini;

Barang yang ada dalam E-SIMBADA tahun 2O2O d,at fldLnya ada

dtlapaagan tetapt ttdat memeauhl bete3ar nlld arot/n.lcl
kapttaltrast dicatat ke dalam Daftar Barang Extra Comptabel

sebagaimana tercantum dalam ETOR AT 5 Lampiran II Peraturan

Bupati ini;

Barang yang ada dalam E-SIMBADA tahun 2O2O darr ftrltnya.
tldat ede dllapaagaa dicatat ke dalam Daftar Barang Hilang

sebagaimana tercantum dalam tr1OR AT 6 l^ampiran II Peraturan

Bupati ini;

Barang yang ada dalam E-SIMBADA tahun 2O2O da\ fistlaya
rcbaglaa/relunrhnya dttua.at oleh plhat lah, dicatat ke dalern

Daftar Barang yang dikuasai oleh Pihak Lain sebagaimana

tercantum dalam FTORUAT 7 Lampiran II Peraturan Bupati ini;
Barang yang ada dalam E-SIMBADA tahun 2O2O dan ftsltaye
dalan rcngkete, dicatat ke dalam Daftar Barang tralaq gelgksta

sebagaimala tercantum dalam FIORIAT 8 t ampiran II Peraturan

Bupati ini;

Barang yang tidak ada dal,am E-SIMBADA tahun 2020 dan

flrttnya ada dllapangan, dicatat ke dalam Daftar Barang Belum

tercatat sebagaimana tercantum dalam FORilAT 9 Lampiral II
Peraturan Bupati ini.



I

h. Untuk data tanah agar dicantumkan Titik Koordinatrya.

i. Hasil inventarisasi/Sensus barang milik daerah dibuatkan rekapitulasi

dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi/ Sensus Barang

Milik Daerah.

3. Tahap Verifikasi

a. Tirn Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Tingkat SKPD (Petugas

inventarisasi/Sensus) melaporkan hasil Inventarisasi/Sensus kepa.da

Tim Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah Tingkat Kabupaten;

b. Tim Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Tingkat Kabupa.ten

melaksanakan penelitian, pencocokan, dan klarilikasi hasil

inventarisasi/Sensus ke masing-masing Sekolah/UPTD/ SKPD;

c. Hasil penelitian dan verifikasi dituangkan dslam Berita Acara Hasil

Inventarisasi/ Sensus Barang Milik DaeraI.

4. Tahap Pelaporan

a. Berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi oleh Tim

Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah Tingkat Kabupaten, Petugas

Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah Sekolah/ UP/ID/ SKPD

melaporkal hasil inventarisasi/Sensus barang milik daerah yang

ditandatangani oleh Pengurus Barang Pengguna mengetahui Pengguoa

Barang/ Kepala SKPD;

b. Melaporkan hasil inventarisasi/ Sensus barang milik daerah kepada

Tim Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah Tingkat Kabupaten

(hnrd apg dan sofi apgj

c. Tim Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah Tingkat Kabuparcn

melakukan kompilasi data hasil inventarisasi/ Sensus Barang Milik
Daera-h menjadi Buku Inventaris/Sensus (Bl) dan Rekapitul,asi Buku

Inventaris/ Sensus (RBI) ;



BAB III
UEI(AITISUE PELAI(SATAAII IIIVEITTARISASI/SEITSUS

Alur Pelaksanaal Inventarisasi/ Sensus.

Alur pelaksanaal Inventarisasi/ Sensus barang milik daerah Pemerintah

Kabupaten Kediri dimulai dari jenjalg terendah dari Sekolah, UPID dan

SKPD-

Peleks€raan Inventarisasi/ Sensus

Semua Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,

Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Sekolah, UPTD

dan SKPD (Tim Tingkat SKPD) selaku petugas inventarisasi/ Sensus wajib

melaksanal<an inventarisasi/Sensus barang milik daerah dengan tahapan

dimslsi dari Satuan Kerja terendah, dengan ketentuan sebagai berikut:

l. Setiap Sekolah, UPTD dan SKPD mengisi format I sampai dengan format

9 sesuai dengan kebenarannya.

2. Setiap Sekolah, UPTD dan SKPD membuat rekapitulasi daftar barang

hasil inventarisasi/ Sensus barang milik daerah.

3. Setiap Sekolah, UPTD dan SKPD membuat Berita Acara Hasil

Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah.

Pelaporan

l. Laporan hasil inventarisasi/ Sensus barang mihk daerah beserta

rekapitulasi dan Berita Acaranya agar dibuat rangkap 3 (tiga) dan

dibendel.

2. Laporan hasil inventarisasi/ Sensus barang milik daerah dilrrnpiri

dengan foto hasil pelaksanaan labelisasi dan Kartu Inventaris Ruangan

(KIR) serta foto barang rusak berat.



BERITAACARA
HASIL NWENTARISASI/SEXSUS BARANG MILTK DAERAH

IYomor: O28l 14L8........120..

Pada hari ini ...... tanggal ...... bulan ...... tahun ...... yang txrt'a,]da

tangan di bawal ini kami Petugas Inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah

sKpD..... telah melaksanakan Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah

berdasarkan data E- SIMBADA per 31 Desembet 2o2o (alldited BPK). Hasil

Inventarisa si/ Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini'
Adapunrekapitulasihasillnventarisasi/SensusBarangMilikDaerah,

sebagai berikut :

Demikian Berita Acara Hasit Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah

ini dibuat dengan sebenarnya sesuai kondisi riil untuk dipergunakan

setngaimana mestinya.

Kediri, - - 2O..

Mengetahui,
Kepala SKPD/ Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna'

Nama
NIP

BUPATI KEDIRI,
ttd

FIANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Nama
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Peme rintahan dan
Kesejahteraan Ralryat

u.b.

(r{rB A) MESIN
(xrB B)

GEDUNG

BAIIOUNAN
(RlB cl

DAN IRIGASI
(KIB D)

ASET

(KIB E)

lioNSTRUxsl

PDTICERJMII
{KrB r)

BEFWTJ'.,UD
(rirB G)

1 2 3 4 5 6 7 a 9 lo

I Barang baik dan
rusak ringart

2 lJarang rusa.l< berat

3 Barang bukan milik
Pemerintah Derah

4
Barang
exstracomtabel

5
Barang hilang
dalam penelusuran

6
BaraDg yarlg
dikuasai pihak lain

7
Barang dalam
sendKeta

8
Barang yang belurn
tercatat

JUMLAH

SUWONO
Penata Tingkat I

NrP. 1966112s 198903



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :5l TAHUN 2021

TANGGAL:13-10-202r

CONTOH
FORIUAT REI(APITULASI DAN FORMAT DAFTAR BARANG
HASIL INTIENTARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH

SERTA PETUNJUK PENGISIANNYA



Mengetahui,
Kepala SKPD/ Pengguna Barang,

r1ORTAT REKAPITI'LAAI DAFTAR BARAITG
HASIL INVENTARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH

SKPD...........................
TAHUN 2021

TORMAT 1

Kediri, - - 2O2l

Pengurus Barang Pengguna,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

t{o URAIA]I
TAl{AH
(rIBA)

PINAI,I.TAIT
DAX Ul,Str

(KIB B}

GEDUITG DAIT
BA.rOUI{AII

lxrB cl

JALllr,
T,AAITGAI{ DAIT
krcaal (xrB Dl

ASBT TETAP
LAII{I TA
lxIB El

TOf,STRUXSI
DAIT.X

PDTCERJAAIT
(I(IB n

JU![LAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Barang baik dan rusak ringan

2 Baralg rusat berat

3 Barang bukan milik Pemerintah Derah

4 Barang exstracolxtabel

5 Barang hilang dalam penelusuran

6 Barang yang dikuasai pihak lain

7 Barang dala:a sengketa

8 Barang yang belum tercatat

JUMLAH



FOR AT DAI'TAR BARAITG

HASIL IIWENTARISASI/ SENSUS BARANG MILIK DAERAH

DATTAR BANATG BAIK DAIT RUSAI( RIITCAIT

sKPD...........................
TAHUN 2021

Ukuran
Barsng/

Konstruksi
(P,s,D)

Mengeta-hui,
Kepala SKPD/ Pengguna Banang,

Nama
NIP.

2021

Pengurus Barang Pertgguna,

Nama
NIP.



PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kolom 1 diisi J€nis Barang, antalalain:
KIB A : Tanah

KIB B : Peralatan dan Mesin

KIB C : Gedung Bangunan

KIB D : Jalan, Jaringan dan lrigasi

KIBE : As€t T€tap Lairrnya

KIB F : Konstruksi Dalam Pengerjaan

KIB G : Aset Tak Berwujud

2. Kolon 2 diisi Nomor Urut
3. Kolom 3 diisi Kode Barang

4. Ifulom 4 diisi Nomor Register

5. Kolom 5 diisi Naea Barangnya

6. Koloo 6 diisi Merk atau Type Barang (untuk jenis barang Peralatan dan Mesin)

7. Kolora 7 diisi Nomor Sertifikat (untuk jenis barans Tanah), Nomor Pabrik, Nomor Chasis dan Nomor Mesin (untuk jenis barang Peralatan dan Mesin)

8. Kolom 8 diisi Bahan untuk jenis barang Peralatan dan Mesin (kayu, besi, rotan, plastik dll), apabila menggunakal lebih dari satu bahan maka dituliskan bahan yang

paling balya* digunakan

9. Kolom 9 diisi Ta.hun Perolehan saat barang itu diperoleh atau dibeli

10. Kolom 1O diisi Lokasi atau Alamat barang tersebut berada (untuk KIB A, KIB C dan KIB D)

11. Kolom 1 1 diisi Asal Usul BaranS atau Cara Perolehan Barang (pembelian, hibah,transfer)

12. Kolom 12 diisi Kondisi Barang atau Kondisi Barguna! (B : Baik, RR : Rusak Ringan, RB : Rusak Berat)

13. Kolom 13 diisi Ukuran Barartg atau Ukuran Kontruksinya (P: Permanen, S ; Semi Permanen, D : Darurat)

14. Kolom 14 diisi Luas Tanah untuk KIB A dan Luas Balgunan untuk KIB C

15. Kolom 15 diisi Jumlah Baran ya

16. Kolom 16 diisi Satuan Barangnya puah, unit, paket, exemplar dll)

17. Kolom 17 diisi Harga Barang

18. Kolom 18 diisi Keteralgan darr/atau Informasi penting l,ainn5.ra yang perlu diungkap.



FORTAT DAFTAR BARAITO

HASIL IIWEMARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARAITG RUSAI( BERAT

sKPD...........................
TAHUN 2021

Mengetahui,
Kepala SKPD / Pengguna Barang,

Naoa
NIP.

2021

Pengurus Barang Pengguna,

Nama
NIP,

KI I]

NOMOR SPESIFIK BARANG

Bahan
Tahun

Perolchan
Lokasi/
Ala.mat

Asal/Cara
Pcrolahan

Ba.rang

Koadisi
Barang/Ban

guna,r
(B/RR/RB)

Ukura!
Barang/

Konstruksi
(P,s,D)

Luas

Jumlah

K.tcranS
an

BaranS Satuan Harga
No. Urul

Kod.
Bararg

RcBistcr
NaEa/J

enis
Barang

Merk/'Ilpc

No Scrtipikst
No. Pabrik
No, Chasis

9 lo l1 t2 l3 14 15 16 t7 I
I 2 3 4 5 6 7 a



PETUNJUK PENGISIAN :

l. KoloE 1 diisi Jenis Barang, antara lain :

KIB A : Tanah

KIB B : Pcralatan dart Mesi!

KIBC ; Gedung Bangunan

KIB D : Jalan, Jaringan dan lrigasi

KIB E : Aset Tetap l,ainnya

KIB F : Konstruksi Dalam Pengerjaan

KIB G : AEct Tak Berwujud

2, Kolom 2 diisi Nomor Urut
3. Kolom 3 diisi Kode Barang

4. Kolom 4 diisi Nomor Registcr

5. Kolom 5 diisi Nama Barangnya

6. Kolom 6 diisi Mcrk atau'I:.pe Baralg (untuk jenis barang Peralatan dan Mesin)

7, Kolom 7 diisi Nomor Sertifikat (untuk jenis barang Tanah), Nomor Pabrik, Nomor Chasis dan Nomor Mesin (untuk jenis barang Peralata! dan Mesin)

8. Kolom 8 diisi Bahan uatuk jenis barang Peralatan dan Mesin (kayu, besi, rotan, pla8tik dI), apabila mengSunakan lebih dari satu bahan maka dituliskan bahan yang

paling banyak digunakan

9. Kolom 9 diisi Tahun Perolehan saat barang itu diperolch atau dibeli

10. Kolom 10 diisi Lokasi atau AlaEat baranS tersebut berada (untuk KIB A, KIB C dan KIB D)

1 1. Kolom 1 1 diisi Asal Usul Barang atau Cara Perolehan Barang {peobelian, hibah,transfer)

12. Kolom 12 diisi Kondisi Barang atau Kondisi Bangunan (B : Baik, RR : Rusak Ringan, RB : Rusak Berat)

13. Kolom 13 diisi Ukuran Bara.ng atau Ukuran Kontruksinya (P; Perman€n, S : Semi Peroanen, D : Darurat)

14. Kolom 14 diisi Luas Tanah untuk KIB A dan Luas Bangunan untuk KIB C

15. Kolom 15 diisi Jumlah Barangnya

16. Kolom 16 diisi Satuan Barangnya (buah, unit, paket, exemplar dll)

17. Koloo 17 diisi Harga Barang

18. Kolom 18 diisi KeteranSan daar/atau Informasi penting Laionya yang perlu diungkap.



4

FOR .AT DATTA.R BARAI{G

HASIL I}WEMARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH

DATTAR BARAITG BI'XAII III,IK PEUERIIITAII DAERfiI
sKPD.......'......'..........

TAHUN 2O21

SPESIFIK BARANG

Mengetahui,
Kepala SKPD/ Pengguna Barartg,

Nama
NIP.

- 2021

Pengurus Barang Pengguna'

Nama
NIP.



PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kolo6 1 diisi Jcnis Barang, antara lain i

KIB A : Talah

KIB B : Pc.a.latan dan Mcsin

KIB C : Gcdung Bangunan

KIB D : Ja.lan, Jaringan dan trigasi

KIB E : Alct Tctap Lainnya

KIB F : Konstruksi Dala.E P.ngcrjaal

KIBG : AsctT6k B.ntujud

2. Koloo 2 diisi Nonor Urut

3. KoloE 3 diisi Kodc Baran8

4. Kolo6 4 diili Noaor RcSister

5. Koloo 5 diisi Na.6a Batengnya

6. KoloE 6 diisi Merk atau lypc Baian8 (untukjcnis barang Pcralatan dan Mesin)

?, Kotoo 7 diisi Nonor Scrtifrkat (untukj.nis barang Tanah), Nomor Pabrik, Nomor Chasis dan NoEor Mcsio (untukjcnis ba''ang Peralatan dan Mesin)

9. Koloa 9 diisi Tahun P.rolehan saat barang itu dip.rolch atau dibeli

to. Kolom lO diisi t okasi atau AlaEat baiang tcrscbut bcrada (untuk KIB A, KIB c dan KIB D)

11. Kolod l1 diisi Asal Usul Barang atau Cara Perolchan Barang (pcobcliai, hibah'transfcr)

12. KoloE 12 dihi Kondisi Barang atau Kondisi Bangunan (B : Baik, RR : Russl Rin88n, RB : Rusak Bcrat)

13. Koloa 13 diisi Ukuran Barang atau Ukuran Kontruksinya (P: Pcra'ncn, S : Scmi Pertuanen' D : Darurat)

14, KoloE 14 diisi Lua,s Tanah untuk KIB A dan Luas Bangunan untuk XIB C

15. Koloa 15 diisi Ju6l6}l Barangnya

16. Kolom 16 diisi Satuan Barangnya [buah, unit, paket, exemplar dll)

17. Kolotu t7 diisi Harga Barang

18. Koloa 18 diisi Nama Pcnilik Batarrg Tcrscbut (Pcrorsngan/pdbadi, perusahaan, Pcrkcbunan' Dcsa dll)

19. Koloo 19 diisi Kctcrangan dan/atau tnlormasi penting tfinya yang pcrlu diungkap'



FT'R,UAT DAFTAR BIIRAITO

HASIL IIWENTARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH
DATTAR BARAITG E:XTRACOI PTAEEX,

sKPD,..........................
TAHUN 2021

KIB

NOMOR SPESIFIK BARANG

Baian Tahun
Pcrolchan

Lokasi/A
Asal/ cara
Pc.olchan
Baralg

Kondisi
Baraig/ Ban

gunan
(B/RR/RB)

Ukurarr
Barang/

Konstruksi
tP,s,D)

Luas

Jumlah

Kcterangan

No. Urut Kodc
Ba.iang

Registcr
Nama/J

enis
Ba.rang

Merk/Type

No Scrtipikat
No. Pabrik
No. Chasis
No. Mcsin

lafiat
BaJa,rS Satuafl HarSa

I 2 3 4 5 6 7 8 9 lo l1 t2 13 l5 16 l7 l8

Jumlah

Mengetaiui,
Kcpala SKPD/ Pengguna Barang,

Nana
NIP.

202r

Pengurus BaranS Pengguna,

Nama
NIP.



PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kolom 1 diisi Jenis Barang, al:rtaralain:

KIB A : Tanah

KIB B ; Peralatan dan Mesin

KIB C i G€dung Bangunan

KIB D : Jalan, Jaringan dan Irigasi

KIB E : Aset Tetap Lainirya

KIB F : Korstruksi Dalan Pengcrjaan

KIB G : Asct TsI( B€rwujud

2- Kolom 2 diisi Nomor Urut
3. Kolom 3 diisi Kodc Barang

4. Koloa 4 diisi Nomor Registcr

5. Kolom 5 diiEi Nama Barangnya

6. Koloru 6 d.iisi Merk atau TyPe Barang (untuk jcnis barang Pcralatan dan Mesin)

Z. Kolom 7 diisi Nooor Sertifikat (untukjcnis batarrg Tanah), Nomor Pabrik, Nomor Chasis dan Nomor Mesin (untuk jenis barang Peralatan dan Mesin)

9. Kolorn 9 diisi Tah\rn Perolehan saat barang itu diperolch atau dibeli

10. Kolom 1O diisi Lpkasi atau Alaaat baralg ters€but berada (untuk KIB A, KIB C dan KIB D)

11. KoloE 11 diisi Asal usul Barang atau cara Pcrolehan Barang (pembelian, hibah,Eansfer)

12. Koloo 12 diisi Kondisi BaranS atau Kondisi Bangunan (B ; Baik, RR I Rusak Ringal, RB : Rusat Berat)

13. Kolou 13 d.iisi ukuran Barang atau ukuran Kontruksinya (P : Permanen, S : Semi Permanen, D : Darurat)

14. Kolom 14 diisi Luas Tanah untuk KIB A dan Luas Barrgunan untuk KIB C

15. Kolom 15 diisi Jumlah Batangnya

16. Kolom 16 diisi Satuan Baranglya (buah, unit, Paket, exemplar dll)

17. Kolom 17 diisi Harga Baralg

18. Kolom 18 diisi Ket€rangan dan/atau lnformasi penting Lainnl'a yalg perlu diungkap'



FORIAT DAFTAR BARAITG

HASIL IM/EMARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH
D/IFTAR BARATO HILAITG D/ILA.U PETELUSI'RAII

SKPD...........................
TAHUN 2O21

KIB

NOMOR SPESIFIK BARANG

Baha.n
Tahun

Pcrolchan
Irkasi/A Asa.l/cara

Pcroleharr
Bar6ig

Kondisi
Barang/Ba

nSunan
(B/RR/RB)

Ukuran
Barang/

Konstruksi
(P,S,D)

Luas

Jumlah

Ketcrangan

No. Urut Kodc
Baiang

Rcgistcr
Nama/
Jcnis

Barang
Mcrk/Typc

No Scrtipikat
No. Pabrik
No. Chasis
No. Mcsin

laJnat

Barang Satua' Harga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll t2 t4 l5 16 l8

Jum

Mengetahui,
Kepala SKPD/ Pengguna Barang,

Nama
NIP.

- 2021

Pengurus Barang Pengguna,

Nama
NIP.



PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kolom I diisi Jenis Barang, anta.ra Lain :

KIB A ; Tanah

KIB B : Peralatan dan Mesin

KIBC ; Gedung Bangunan

KIB D : Jalan, Jaringan dan Irigasi

KIBE : Aset Tetap Lainnya

KIB F : Konstruksi Dalarn Pengedaan

KIB G : Aset Tak B€$ujud
2. Kolom 2 diisi Nomor Urut

3, Kolom 3 diisi Kode Barang

4, Kolom 4 diisi Notnor Register

5, Kolom 5 diisi Nama Barangnya

6. Kolom 6 diisi Merk atau Type Barang (untuk jenis barang Peralatan dan Mesin)

7 . llolom 7 diisi Nomor Sertfikat (untuk jenis barang Tanah), Nomor Pabrik, Nomor Chasis dan Nomor Mesin (untuk jenis barang Peralatan dan Mesin)

9. Kolom 9 diisi Tahun Perolehan saat barang itu diperoleh atau dibcli

10. Kolom 1O diisi Lokasi atau AlaEat barang tersebut berada (untuk KIB A, KIB C dan KIB D)

1 1. Kolon 11 diisi Asal Usul Barang atau Cara Perolehan Baralg (pembelian, hibah,transfer)

12. Kolom 12 diisi Kondisi Barang atau Kondisi Balgunan (B : Baik, RR : Rusak FJngan, RB : Rusak Berat)

13. Kolom 13 diisi Ukuran Barang atau Ukural Kontruksinya (P: Permanen, S : Semi Permanen, D : Darurat)

14. Kolom 14 diisi Luas Taiah untuk KIB A dan Luas Bangunai untuk KIB C

15. Kolom 15 diisi Jumlah Barangnya

16. Kolom 16 diisi Satuan Barangnya (buah, unit, paket, exemplar dll)

17. Kolom 17 diisi Harga Barang

18. Koloo 18 diisi Keterangan dan/atau Informasi penting lainnya yang perlu diungkap.



IIOR.UAT DATTAR BARAI|G

HASIL INVEMARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH
DATTAR BARATG YATO DITUAAAI PIHAIT LAIII

s(PD...........................
TAHUN 2021

KIB

NOMOR SPESIFIK BARANC

Bahan
Tahun

Pcrolchan
Irkasi/A

lamat

Asal/cara
Pcrolchan

Ba.rang

Kondisi
Barang/ Ban

gunan
(B/RR/RB)

Ukuren
Bara,lg/

Konstnrksi
(P,s,D)

Luas

Jumlah Dikuasai Pihak Lain

Ya,rg
Mcnguasai

Ket.

No.
Urut

l(ode
Ba.rang

Register
Nama/
Jcnis

Baiang

Mcrk/
Type

No Scrtipikat
No. Pabrik
No. Chasis
No. Mcsin

Ba.ranS Satuan Ha.rga SebaSian Scluruhnya

13 14 I5 16 17 l8 19 20 21
I 2 3 4 5 6 8 9 l0 t2

Jumlah

Mengetahui,
Kepala SKPD/ Pengguna Barang,

Na.rrla
NIP.

202L

Pengurus Ba.rang Pengguna,

Najla
NIP.

11



PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kolom 1 diisi Jenis Barang, a.ntara Lain :

KIB A : Tanah

KIB B : Peralatan dan Mesin

KIBC : Gedung Bangunan

KIB D : Jalan, Jaringan dan lrigasi

KIB E : Aset Tetap l,ainnya

KIB F : Konstruksi Dalalr Pengerjaan

KIB G : AB€t Tak Berwujud

2. Koloa 2 diisi NoDor Urut

3. Kolom 3 diisi Kode Barang

4. Kolom 4 diisi NoEor Regist€r

5. Kolom 5 diisi NaEa Baratrgnya

6. Koloo 6 diisi M€rk atau'[ype Barang (untuk jenis barang Peralatan dan Mesin)

7. KoloaT diisi NoEor Sertifkat (untuk jenis barang Tana]r), NoEor Pabrik, Nomor Chasis dal Nomor Mesin (untuk jenis barang Peralatan dan Mesin)

9. Kolom 9 diisi Tahun Perolehan saat barang itu diperoleh atau dibeli

10. Kolom 10 diisi Lokasi atau Alanat barang tersebut berada (untuk KIB A, KIB C dan KIB D)

1 1. Kolora 11 diisi Asal Usul Barang atau Cara Perolehan Barang (peobelian, hibah,tranderl

12. Koloro 12 diisi Kondisi Barang atau Kondisi Balgunan (B : Baik, RR : Rusak Ringan, RB : Rusak Berat)

13. Kolom 13 diisi lrkuran Baiarl8 atau Ukuran Kontruksinya (P: P€rtlanen, S : SeEi Permarren, D : Darurat)

14. Kolom 14 diisi Luas Tanah untuk KIB A dan Luas Bangunan untuk KIB C

15. Kolom 15 diisi JuEIah Baran8nya

16. Koloa 16 diisi Satua! Barangnya (buah, unit, paket, exemplar dll)

17. Kolom 17 diisi Harga Barang

18. Kolom 18 diisi Jumlah/Luas Sebagian Barang yalg Dikuasai Pihak Lain

19. Koloor 19 diisi Jumlah/Luas Kescluruhan Barang yang Dikua"sai Pihak Lain

20. Kolom 20 diisi Nama yang Menguasai Barang Tersebut (perorangan/pribadi, perusahaan, perkcbunan, Desa dll)

21. Koloa 2l diisi Keterangan dan/atau Informasi penting lainnya yang perlu diungkap.



8

FORUAT DAtrTAR BAR.AITG

HASIL I}WEI'ITARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH
DATTAR BAAATG DALAU SEI{OXETA

sKPD.............,.........,...
TAHUN 2021

Kondisi
Barang/Ba

ngunan
(B/RR/RB)

Ukuran
Barang/

Konstruksi
(P,S,D)

Luas

Jumlah Scngkcta Hukum

Bcrscngkcta
dcngan

Ket.
KIB

NOMOR SPESIFIK BARANG

Bahan
Tahun

Pcrolchan
Lokasi/
Alamat

Asal/Cara
P.rol.han

BaranS Satuan Harga Pcrdata PidanaNo.
Urut

Kode
Barang

Rcgistcr
Nama/J

cnis
Barang

Mcrk/
'Iypc

No Scrtipikat
No. Pabrik
No. Chasis
No. Mcsin

Bar:ang

l4 l5 l6 l7 l8 19 20 2l
I 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13

Contoh:
Proscs PN

Proscs
Banding
Pcngadilan
Nc{cri
Kasasi MA

Jumlah

Mengetahui,
Kepala SKPD/ Pengguna BaranS,

Nama
NIP.

Kediri, - - 2O2l

Pengurus Barang Pegguna"

Nama
NIP.

1l



PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kolom 1 diisi Jenis Barang, antara train :

KIB A : Tanah

KIB B i Peralatan dan Mesin

KIB C : Gedung Bangunan

KIB D ; Jalan, Jaringan dan Irigasi

KIBE : Aset Tetap Lainnya

KIB F : Konstruksi Dalam Pengcrjaan

KIB G : AsetTak Bcfl ujud

2, Kolo'Jo 2 diiai Nomor Urut

3. Kolon 3 diisi Kodc Balang

4. Kolom 4 diisi Nomor Register

5. Kolom 5 diisi Nama Barangnya

6. Kolom 6 diisi Mcrk atau'IlPe Barang (untuk jenis barang Peralatan dan Mesin)

Z . Koloa 7 diisi Notlor Scrtfikat (untuk jenis barang Tanah) , Nomor Pabrik, Nomor Chasis dan Nomor Mesin (untuk jenis barang Peralatan dart Meein)

9, Kolom 9 diisi Tahun Perolehan saat barang itu diPeroleh atau dib€li

10. Kolom 10 diisi Lokasi atau Alamat barang tersebut berada (untuk KIB A, KIB C dan KIB D)

11. Kolom 11 diisi Asal Usul Bararg atau Cara Perolehan Barang (pembelian, hibah,transfer)

12. Kolom 12 diisi Kondisi Barang atau Kondisi Bangunan @ : Baik, RR: Rusak Ringan, RB : Rusal( Berat)

13. Kolom 13 diisi Ukuran Barang atau Ukuran Kontruksinya (P : Pcrmanen, S : Scmi Permanen, D : Darurat)

14. Kolom 14 diiai Luas Tanah uutuk KIB A dal Luas Bangunan untuk KIB C

15. Kolom 15 diisi Jumlah Barangnya

16. Kolom 16 diisi Satuan Baraagnya (buah, unit, paket, exeaptrar dll)

17. Kolom 17 diisi Harga Barang

18. Kolom 18 diisi Tanda Centang ({ kahu dalam senSketa hukum perdata

19. Kolom 19 diisi Tanda Centang (i )kalau dafan sengketa hukum pidana

2O. Kolom 20 diisi Naoa orang/perusahaan yarrg bersengketa

21. Koloa 2l diisi KeteranSan dan/atau lnformasi peoting lainnl'a yalrg perlu diungkap.



FORUAT DATTAR BANAIO

HASIL INVEI'ITARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH
DATTAR BARATO YAIIG BELI'U TERCATAT

SKPD...........................
TAHUN 2021

KIB

NOMOR SPESIFIK BARANG

Ba}tatl
Tahun

Pcrolehan
Lokasi/ A

lamat

Asal/Cara
Perolchan

Barang

Kondisi
Bararlg/
Banguu

an
(B/RR/

RB)

Ukuran
Barang/

Konstruksi
(P,S,D)

Luas

Judrlai

KeteranSan

No. Urut Kodc
Barartg

Rcgist.r
Na-rna/J

ani6
Bara,rg

Merk/TWe

No Sertipikat
No. Pabrik
No. Chasis
No. Mcain

Barang Satuan Harga

1 2 3 5 6 7 8 9 l0 11 t2 13 14 l5 l6 17 18

Jumlah

Mengetahui,
Kepala SKPD/ Pengguna Barang,

Nama
NIP,

- 202t

Pangurus B€rang Pengguna,

Nama
MP.



PETUNJUK PENGISIAN :

1. Kolorn 1 diisi Jenis Barang, antara Laitt :

KIB A : Tanai
KIB B : P€ralatan dan Mesin

KIB c : Gedung Bangunan

KIB D ; Jalar, Jaringan dan Irigasi

KIB E : Aset Tctap Lainnya

KIB F : Konstruksi Dalarn PenSerjael

KIB G : Aset Tak Bcrwujud

2. Koloa 2 diisi Nomor Urut
3. Kolom 3 diisi Kodc Barang

4. Kolom 4 diisi Nomor Register

5. Koloa 5 diisi Nama Barangqya

6. Kolom 6 diisi Merk atau 'Ilpe Barang (untuk jenis barang Pera.latan dan Mesin)

7. Kolom 7 diisi Notnor Sertifikat (untuk jenis bararg Tanah), Nomor Pabrik, Nomor Chasis dan Nomor M€sin (untukjenis barang Peralatsn dan Mesin)

9. Kolom 9 diisi Tahun Perolehan saat barang itu diperoleh atau dibeli

10. Kolom 10 diisi Lokasi atau Alarnat barang tersebut b€rada (untuk KIB A, KIB c dan KIB D)

11. Kolon 1l diisi Asal Usul Barang atau Cara Perotrehan Barang (pembelian, hibah,Earsfer)

12. Kolom 12 diisi Koodisi Barang atau Kondisi Bangunan (B : Baik, RR: Rusak Ringan, RB : Rusak Berat)

13. Kolom 13 diisi Ukuran Barang atau Ukuran Kontruksinya (P: Pcrmanen, S : Semi Permanen, D ; Darurat)

14. KoloE 14 diisi Luas Tanah untuk KIB A dan Luas Banguna! untuk KIB C

15. Kolom 15 diisi Jumlah Baratrlpya

16. Koloo 16 diisi Satuan Barangnya (buah, unit, paket, exemplar dll)

17. Kolom 17 diisi Harga Barang

18. Kolom 18 diisi KeteranSan dan/ atau lnformasi penting lainnya yang perlu diungkap.

Salinan scsuai dengal aslinya
a.N, SEKRETARIS DAERAH

Asisten Adm inistrasi PeEcrinta-han dan

BUPATT XEDIRI,

ttd

IIAIUXDHTIO HIMAWAI{ PRA,TIAI| A

K€sejaht.raan Ralq/at

su!@r!9
Pcna.ta Tingkat I

NIP. 1966I125 198903 l0l0


